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ABSTRAK

Perkembangan perekonomian digital pada saat ini, masyarakat sudah berinovasi menemukan
jasa dalam pengadaan untuk aktivitas pinjaman, salah satunya jasa pinjaman uang yang berbasis
digital yang dianggap dapat membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Teknologi informasi
sangat berpengaruh dalam membentuk tipe-tipe dan kesempatan. Beberapa jasa finansial yang
menggunakan teknologi informasi atau bisa disebut juga Financial Technology atau disangkat
Fintech. Jenis analisis dari penelitian ini yaitu riset normatif berguna untuk membuktikan fakta
koheren. Apakah peraturan hukum berkorelasi dengan ketentuan hukum ataupun peraturan yang
berbentuk larangan maupun arahan agar selaras dengan prinsip atau norma hukum.

Dalam penelitian ini diperoleh melalui proses penelaah dokumen Undang-Undang serta
peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum terhadap pelanggan yang melakukan transaksi
pinjam meminjam di aplikasi pinjaman online melalui luring dan wawancara. Kemudian
didapatkan data sekunder untuk mendukung data primer yang didapatkan dari buku dan jurnal.
Yang dijadikan sampel dalam wawancara penelitian ini sebanyak 5 narasumber.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum dengan perjanjian pinjam
meminjam uang secara online bagi pengguna jasa pinjaman online dapat dilakukan secara
preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilaksanakan dengan menerapkan
prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadi sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada pasal
5 PJOK Nomor 22 /POJK./2023 yaitu prinsip transparansi, perlakukan yang adil, keandalan,
kerahasiaan dan keamanan data dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan
biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak
yang rugi segera membuat tindakan pengaduan. Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur)
wajib untuk membayar hutang dan sudah jatuh tempo, maka dari itu dikenakan denda sesuai
dengan perjanjian dan jika debitur tidak memiliki itikad baik untuk melunasi, kreditur berhak
untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera perjanjian). Upaya penyelenggara sebelum
terjadi sengketa dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan
Fintech. Prinsip-prinsip itu diatur pada Pasal 5 PJOK Nomor 22 /POJK/2023 Tentang
Perlindungan konsumen dan masyarakat sektor keuangan antara lain prinsip transparansi,
perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan penyelesaian sengketa Pengguna secara
sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online, Fintech

Perlindungan Data.., Ahmad Surya, Fakultas Hukum, 2024



ABSTRACT

The development of the digital economy At this time, the community has innovated to find
services in procurement for lending activities, one of which is digital-based money lending
services that are considered to be able to build national economic growth. Information technology
is very influential in shaping types and opportunities. Some financial services that use information
technology or can also be called Financial Technology or Fintech. The type of analysis of this
study, namely normative research, is useful for proving coherent facts. Whether legal regulations
correlate with legal provisions or regulations in the form of prohibitions or directives to be in
harmony with legal principles or norms.

In this study, it was obtained through the process of reviewing legal documents and regulations
related to legal protection for customers who make borrowing transactions in online loan
applications through offline and interviews. Then secondary data was obtained to support the
primary data obtained from books and journals. The sample used in this research interview was 5
speakers.

The results obtained from this study are that legal protection with online lending agreements for
online loan service users can be carried out in a preventive and repressive manner. Preventive legal
protection is carried out by applying the basic principles of the organizer before a dispute
occurs. The basic principles are regulated in article 5 of PJOK Number 22/PJOK./2023, namely the
principles of transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and security of data and the
resolution of user disputes in a simple, fast and affordable manner. Legal protection is repressively
carried out after a dispute occurs. The losing party immediately makes a complaint. Basically, the
borrower is obliged to pay the debt and it is due, therefore it is subject to a fine in accordance with
the agreement and if the debtor does not have good faith to repay, the creditor has the right to sue
the debtor on the basis of default (agreement injury). Efforts of the organizer before a dispute
occurs by applying the basic principles of legal protection for Fintech service users. These
principles are regulated in Article 5 of PJOK Number 22/PJOK./2023 concerning Information
Technology-Based Money Lending Services, including the principles of transparency, fair
treatment, reliability, confidentiality and security of data, and the resolution of User disputes in a
simple, fast and affordable manner.

Keywords: Consumer Protection, Online Loans, Fintech
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